BAB IV
ANALISIS PERWAKAFAN SURAT UTANG NEGARA

DI INDONESIA

A. Analisis Tentang Surat Utang Negara Menurut Hukum Islam

Setelah kita mengetahui ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan wakaf
dalam islam dan peraturan yang ada di Indonesia, yang dalam hal ini diatur dalam
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pelaksanaan diatur dalam
sebuah Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang tersebut, kita telah mengetahui tentang kondisi perwakafan di Indonesia.

Surat Utang Negara (SUN) gdalah sebuah surat berharga yang mempunyai
nilai manfaat yang bisa diambil dan digunakan untuk kemaslahatan. Sebagaimana
dalam Undang-Undang tentang wakaf disebutkan bahwa wakaf tidak saja berupa
tanah atau hal-hal yang dipahami oleh ulama-ulama klasik, tetapi oleh Undang-
Undang tersebut disebutkan beberapa benda yang bisa digunakan untuk obyek
wakaf. Diantaranya adalah benda bergerak, benda bergerak yang dimaksud adalah
benda yang tidak habis karena dikonsumsi. Dalam hal ini Surat Utang Negara
digolongkan menjadi benda bergerak termasuk dalam kategori surat berharga.

Tujuan wakaf adalah pemanfaatan surat benda untuk digunakan bagi
kepentingan ibadah atau tujuan lain yang sesuai dengan syara'. Sebuah daerah
membutuhkan sebuah bangunan masjid untuk ibadah umat Islam di wilayah

tersebut, dengan adanya wakaf sebidang tanah oleh warganya sehingga menjadi
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bisa didirikan di atas tanah tersebut, dengan demikian umat Islam bisa beribadah
dengan adanya wakaf. Hal seperti ini adalah contoh nyata bahwa manfaat dari
wakaf sangat besar.

Dimasa sekarang telah terjadi banyak kemajuan, terutama di bidang
muamalah dan ekonomi masyarakat,, diantaranya adalah ada surat Utang Negara
yang digunakan sebagai obyek wakaf. Dengan adanya surat Utang Negara yang
dijadikan obyek wakaf, manfaatnya juga bisa dirasakan dengan mudah untuk
memindah tangankan surat berharga tersebut.

Menilik dari banyak penjelasan yang berkaitan wakaf Surat Utang Negara
yang telah dijelaskan pada Bab II dan Bab III, hal ini berkaitan dengan kaidah
figh dalam persoalan muamalah:

o o QU 00 5 2 Wi LA
"Asal dari segala sesuatu itu hukumnya adalah sebuah kebolehan, sehingga
datang dalil hukum yang mengharamkannya".

Berpijak pada kaidah figh tersebut di atas bahwa benda apapun bisa
digunakan sebagai obyek wakaf’'

Dan dari banyak penjelasan pada bab-bab terdahulu yang berkaitan
dengan Surat Utang Negara tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan larangan

untuk menggunakan Surat Utang Negara sebagai obyek wakaf. Juga hadits Nabi

! Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fighiyah, h. 119



74

pun tidak ada satupun yang melarang penggunaan Surat Utang Negara sebagai
obyek wakaf.

Mengingat banyaknya manfaat yang diambil dari Surat Utang Negara
yang diwakafkan, sehingga dari wakaf tersebut mungkin akan banyak membantu
dalam persoalan-persoalan tentang ibadah dan muamalah umat Islam. Dan juga
mempertimbangkan bahwa tidak ada ayat al-Quran dan juga Hadis Nabi
Muhammad SAW, yang memberikan larangan pada bahasan Surat Utang Negara

yang diwakafkan.

B. Analisis Tentang Ketentuan Wakaf Surat Utang Negara dalam PP No. 42
Tahun 2006
Krisis utang baik utang dalam negeri yang dialami bangsa Indonesia saat
ini, bukan fenomena baru dalam sejarah pembangunan ekonomi suatu negara.
Negara-negara Amerika Latin pada tahun 1980-an mengalami krisis utang yang
sangat parah dan bahkan negara-negara tersebut mengalami kegagalan membayar
(defaulf) atas utang-utangnya, kebutuhan utang luar negeri pada awalnya
dimaksudkan untuk menutupi kesenjangan antara tabungan investasi dalam
rangka mendorong perekonomian suatu negara dapat berbalik arah menekan
pertumbuhan ekonomi, jika tidak dikelola secara hati-hati dan tepat sasaran, maka
dapat terjadi sebagaimana dialami negara-negara Amerika Latin di atas dan

Indonesia saat ini.
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Total utang pemerintah saat ini memang sudah memasuki pada tahap yang
membahayakan terhadap pembangunan nasional, jika dibiarkan lebih lanjut tanpa
ada penyelesaian yang jelas. Secara keseluruhan utang pemerintah baik utang
domestik maupun utang luar negeri sudah mengalami peningkatan yang luar
biasa.

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan
utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran
bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa
berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat Utang
Ncgam.2

Menurut Peraturan No III tentang pengawasan perdagangan Surat Utang
Negara, bahwa perhimpunan dapat melakukan pembatasan transaksi Surat Utang
Negara terhadap anggota atau seri Surat Utang Negara dalam hal, namun tidak
terbatas pada :

1. Adanya kondisi atau keadaan yang mengancam keuangan anggota; atau

2. Adanya kebijakan dari pemerintah dan atau Bank Indonesia dan atau
BAPEPAM,; atau

3. Kondisi lain yang menurut pertimbangan perhimpunan perlu dilakukan

pembatasan transaksi untuk tujuan intergritas pasar.’

2 ww.ri.com/UU No.24 Tahun 2004 tentang Surat Utang Negara,tanggal 13 november 2008
3 http://www.novapdf.com ,tanggal 28 november 2008
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Dalam kajian figh klasik sekalipun persoalan ini telah diperbincangkan,
yaitu seiring dengan munculnya ide figh muamalah dalam persepktif filosofi dan
tujuan syariat yang dalam pandangan Umar Chapra (1992) bermuara pada al-
Maslahah al-Mursalah (kemaslahatan umum) termasuk upaya mewujudkan
kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Di Indonesia, wakaf telah menjadi bagian praktek keberagaman semenjak
agama Islam datang kewilayah Nusantara, dan terus berkembang seiring dengan
perkembangan Islam di Indonesia. |

Dikalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer masih terbatas pada
benda tetap berupa tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tanah
perkuburan, tempat ibadah dan pendidikan.*

Pada persiapan disetiap negara manapun juga selalu ada usaha pemerintah
untuk menghindari ketimpangan dalam pendapatan, sebab setiap ketimpangan
akan menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan masyarakat. Oleh karena itu
keadilan sosial harus diwujudkan.

Islam sebagai salah satu agama di Indonesia dan merupakan agama yang
paling banyak penganutnya, sebenarnya memiliki beberapa lembaga yang
diharapkan mampu membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial,
yakni zakat, infak, sadaqah, hibah dan wakaf Wakaf merupakan salah satu

lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat.

4 http://suhrawardilubis.multipy.comf;oumal/item/‘?/wakaf tunai_dalam hukum__indonesia,
tanggal 9 Desember 2008
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Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun
lembaga ini dapat berkembang dengan baik dari beberapa negara-negara.’

Perjuangan untuk membuat payung hukum kegiatan wakaf dalam bentuk
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peratauran Pemerintah
No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.

Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain mengatur bentuk
benda wakaf, yaitu benda tetap dan benda tidak tetap dan uang. Hal ini dapat
dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 28 s/d 31 UU No. 41 Tahun
2004 pasal 22 s/d 27 PP No. 42 Tahun 2006.

Undang-Undang tentang wakaf ini sampai hari ini belum juga dikeluarkan
oleh pemerintah dan diperkirakan sedang diselesaikan oleh panitia pengurus
sehingga akan keluar dalam waktu yang terlampau lama lagi. Oleh karena itu
perlu dibuat UU wakaf yang mampu untuk menggairahkan serta memberdayakan
kegiatan perwakafan ini. Undang-undang yang sedang diselesaikan tersebut
seyogyanya mampu mengatasi berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan
perwakafan selama ini ditinjau dari berbagai macam perspektif.

Dalam bhal ini terbukti bahwa pemanfaatan harta wakaf ini belum
memberikan manfaat yang cukup besar.®

Tentunya umat Islam diseluruh Indonesia berharap, kiranya badan ini

segera dapat dibentuk dalam waktu yang tidak perlu lama agar persoalan

3 Mustafa Edwin Nasution, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, h. 51-53
¢ Prof. Dr. M.A, Manan, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam,
h. 93-94
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perwakafan di Indonesia dapat dikelola secara produktif dan profesional, dan pada
gilirannya hasil pengelolaan wakaf tentunya akan dapat membantu pemerintah
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.’

Dalam hal ini penulis berketetapan bahwa wakaf Surat Utang Negara
yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan
pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakalf, telah

sesuai tuntunan yang ada dalam syariat Islam.

7 Ibid., h. 98



